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ABSTRACT

NISPA. E1119144. THE EFFECT OF VILLAGE APPARATUS’ COMPETENCY,
INTEGRITY, AND ACCOUNTABILITY ON FRAUD PREVENTION IN THE
MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN THE MOUTONG SUB-DISTRICT, PARIGI
MOUTONG DISTRICT, CENTRAL SULAWESI

The purpose of the study is to find out the effect of the village apparatus’ competency,
integrity, and accountability partially or simultaneously on fraud prevention in village funds
management. It employs a quantitative analysis. Quantitative analysis is a form of analysis
intended for large data that can be grouped into categories in the form of numbers. The
population in this study covers village apparatus and the community in five villages in the
Moutong sub-district, Parigi Moutong District, totaling 70 respondents. The sample selection
method in this study is a saturated sampling method or a census where all population
numbers are sampled. The data collection method used in this study is by distributing
questionnaires to be filled in or answered by respondents. The analysis method used is
multiple regression. The results show that the village apparatus’ competency integrity, and
accountability partially have a positive and significant effect on fraud prevention in village
funds management. Meanwhile, the village apparatus’ competency, integrity, and
accountability simultaneously have a positive and significant effect on fraud prevention in
village funds management.
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ABSTRAK

NISPA. E1119144. PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA,
INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG SULAWESI
TENGAH.

Tujuan penelitian untuk mengetahui aparat desa, integritas dan akuntabilitas dilihat
secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud)
dala m pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis
kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan
bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang
berwujud angka-angka.Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa dan
masyarakat di lima desa yang ada dikecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong
yang berjumlah 70 responden. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah
metode sampling jenuh atau sensus dimana semua jumlah populasi dijadikan
sampel.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan membagikan kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Metode
analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kompetensi aparat desa, integritas, dan akuntabilitas secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparat desa, integritas, dan
akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.

KataKunci : kompetensi aparat desa, integritas, akuntabilitas, pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, desa saat ini masih menjadi kekhawatiran bagi pemerintah
pusat dan sekitarnya mengenai perluasan kemajuan dan penguatan jaringan desa.
Desa-desa sebagai perkumpulan pemerintah yang berkerja secara lugas dengan
jaringan segala landasan keinginan dan kebutuhannya mempunyai tugas pokok
khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas di daerah pendanpingan public.

Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang desa bahwa desa
merupakan kesatuan masnyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati, dalam sistem pemerintah Negara kesatuan
republic Indonesia. Dikatakan sebagai suatu desa memiliki lima unsur : 1). Jumlah
penduduk 2). Luas wilayah 3). Bagian wilayah kerja 4). Perangkat kerja 5). Sarana
dan pra sarana pemerintah.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam pasal 78 vyaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan dalam hal ini melalui pemenuhan kebutuhan dasar,



pembangunan sarana dan pra sarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam penyelanggaraan desa diperlukan dalam hal ini kepala desa yang
mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berpartisispasi untuk
melaksanakan pembangunan desa serta menaati peraturan yang ada, dan administrasi
desa. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang
desa, yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan
nama lain yang dibantu oleh perangkat desa yang disebut nama lain. Pemerintah desa
memiliki kewenangan yaitu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset
desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman
masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 kepala
desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan
desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang
kita ketahui bahwa peran seorang pemimpin atau dengan kata lain kepala desa sangat
penting dalam sebuah penyelenggaraan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Karena kepala desa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kewenangan-
kewenangan yang ada. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014
pasal 18 menjelaskan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.



Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintah desa terdapat syarat
adanya gaji sehingga penyelenggaraan pemerintah ke daerah dilakukan, baik itu balas
jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau
pemerintah pusat, dan lain-lain. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 6
Tahun 2014, Pasal 72 tentang kota menjelaskan, gaji bersumber dari: 1. Dari APBN
disebut Dana Desa (DD), yang menyumbang 10% dari cadangan devisi provinsi. 2.
Dari APBD dikenal sebutan Dana Desa (ADD) yang porsinya 10% dari saldo
keuangan yang diperolen Kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus. 3. Dari APBD, perintukannya adalah 10% dari hasil penilaian dan tol rezim
atau masyarakat perkotaan. 4. Dari bantuan keuangan mulai dari APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten atau Kota. 5. Penghargaan atau hadiah yang tidak membatasi dari
pihak luar. 6. Pembayaran unit kota, yang terdiri dari hasil bisnis, sumber daya,
peningkatan diri dari bunga, kolaborasi bersama, dan pembayaran kota lainnya.

Dalam hal ini desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai
agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana
desa yang cukup besar. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7
Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 46,98 Triliun
dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta. Dan di tahun 2017 kembali
meningkat menjadi Rp.60 Trilliun dengan rata-rata setiap desa Rp.800 juta.

Disisi lain dengan meningkatnya jumlah anggaran desa pertahunnya

mempunyai resiko yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa, yakni kemungkinan



bias timbulnya kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh orang yang mengurusi dana
desa itu. Frauda adalah perbuatan yang menyimpang serta tindakan melanggar
hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja guna mendapt keuntungan dengan
cara memperoleh uang, asset serta lain-lain alhasil bisa merugikan orang lain atau
pihak tertentu menurut Aini et al.,(2017) dalam Laksimi dan Sujana (2019).

Agar tidak terjadi kecurangan (fraud) diperlukan pengawas dan evaluasi
dalam penggunaan dana desa, langkah pencegahan pun dibuktikan guna
meminimalisir timbulnya kecurangan (fraud). Pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa adalah usaha atau langkah yang ditempuh guna meminimalkan
kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya
kecurangan (Laksmidan Sujana, 2019). Adapun beberapa faktor yang dapat
mencegah terjadinya kecurangan diantaranya adalah dengan adanya Kompetensi
aparatur desa, sistem pengendalian intern, moralitas dan whistleblowing.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharuskan guna menjalankan
tugas-tugas dengan akuntabel serta transparan supaya tidak timbul tindak
penyelewengan dana. Maka dari itu, pada pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan
Kompetensi aparatur desa yang berkualitas (Laksmini dan Sujana, 2019). Dengan
adanya Kompetensi aparatur desa yang berkualitas bisa menghindari terjadinya salah
saji pada proses penyusunan laporan keuangan ataupun dalam melaksanakan
tanggungjawab pekerjaannya.

Pengamatan KPK terhadap tata kelola keuangan desa memiliki beberapa

masalah seperti pengawasan dan aspek kelembagaan, tata kelola, pengawasan,



sumber daya manusia. Hal ini di akibatkan karena adanya tumbang tindih wewenang,
belum terpenuhinya standar dalam laporan pertanggungjawaban desa, dan rawan

manipulasi sehingga berpotensi terjadi fraud (www.citamiang.desa.id).

Pengendalian internal yang rendah, karyawan yang tidak jujur dan tidak
mempunyai kredibilitas serta model tata kelola yang sempat atau sedang melakukan
penyelewengan merupakan dasar yang menyebabkan terjadinya fraud. Upaya untuk
mencegah adanya penipuan dalam mengelola keuangan pedesaan maka diperlukan
kompetensi dari pejabat desa yang memadai saat memanajemen keuangan desa. Dari
pada itufraud bisa juga dicegah melalui cara memperbaiki kualitas pengendalian
internalnya. Menurut Udayani dan Maria (2017) integritas personal seseorang yang
baik akan memberikan kontribusi untuk melaksanakan pengendalian interenal yang
bagus pula. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin ia akan peduli akan
relevansi yang lebih luas melebihi kepentingannya sendiri ataupun hanya kepentingan
institusi saja. Amrizal (2004).

Dalam rangka pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana
desa, suatu pemerintahan desa memerlukan akuntansi untuk menyajikan informasi
keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan
desa yang tercantum dalam peraturan Menteri dalam Negara Repoblik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keungan desa terhadap dua
macam Laporan Keuangan Desa, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
APBDes dan Laporan kekayaan milik desa. Laporan keuangan yang dihasilkan

merupakan laporan keuangan yang disajikan secara baik dan benar karena


http://www.citamiang.desa.id/

didalamnya berupa bentuk pertanggungjawaban alokasi dana desa yang terealisasi.
Penyajian laporan keuangan desa harus memenuhi aturan yang mengacu Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Terjadinya fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat dicegah
dengan memperhatikan lingkungan pengendaliannya. Lingkungan pengendalian dapat
digunakan untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan fraud,
dengan mengoptimalkan system pengendaliaan internal yang baik sehingga segala
tindak kecurangan dapat dicegah. Selain itu, system pengendalian akan berjalan
dengan personal yang baik atau yang sering disebut dengan moralitas
(Purwitasari;2013). Menurut Abbot, et. Al, seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006;5)
menyatakan bahwa pengendalian intern yang efektif dapat mengurangi
kecenderungan kecurangan akuntansi.

Akuntabilitas dalam implementasi UU Desa sangatlah penting sebab Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terhadap pengelolaan dan
alokasi dana desa tahun anggaran 2015. Pengucuran dana desa dari pemerintah pusat
dengan total anggaran Rp.20,7 triliun itu dinilai memiliki sejumlah persoalan yang
membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi atau frau.setidaknya, beberapa
permasalahan diindikasikan terjadi dan dibagi dalam empat aspek. Yakni aspek
regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya
manusia (detik.com, diakses 11Desember2021). Dengan adanya penyaluran dana
desa yang nominalnya besar ke masing-masing desa dibutuhkan kompetensi dan

pengawasan yang ketat dari masing-masing pemerntah desa dalam pengelolaannya.



Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya kecurangan yang selama ini
ditakutkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kecurangan fraud biasanya terjadi jika sistem pengendalian yang ada sangat
lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang
selama ini ditemukan pada sisa dana, system rekrutmen fasilitatitor, hingga
akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Beberapa permasalahan ditemukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan dana desa yaitu aspek
regulasi dinilai masih lemah dan beberapa diantaranya tumpang tindih kewenangan
antara Kementrian Dalam Negeri. Terlebih, berdasarkan kajian komisi antirasuah
pada tahun lalu, formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tidak transparan.

Sementara itu, terkait tata laksana, tidak ada standarisasi untuk acuan para
perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan
pertanggungjawaban pun dinilai rawan dipalsukan. Dugaan permainan proyek oleh
para mafia yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa protensi fraud sangat besar dalam pengelolaan
dana desa ini, terlebih dngan kondisi dualism pemerintahan desa dibali dengan
kepentingan yang berbeda serta Kompetensi aparatur desa yang dimiliki desa dinas
sebelum sesuai harapan untuk mengedepankan akuntabilitas. Hal ini praktis
perangkat desa mengandalkan pendamping desa dalam segala urusan pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangannya.



Aparatur desa harus mampu memahami proses ini dengan baik. Namun disis
lain timbul resiko pengelolaan keuangan desa yang disebabkan lemahnya kemampuan
para pengelola keuanga desa. Menurut wewenang yang distrtusikan oeleh Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa
dalam pengelolaan keuangan daerah ditingkat terbawah yang merupakan wujud dari
pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk
menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti
pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, pertisipatif, otonomi
asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya wewenang tersebut maka pemeritah desa memiliki tugas dalam
pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Dana Desa. Untuk
itu dalam tata kelola dana desa yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab kepala
desa diperlukan kemampuan manajerial yang baik, atau kompetensi dari kepala desa
serta aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada dasarnya
kompetensi aparat pemerintah desa tidak cukup hanya diukur dengan peningkatan
pendidikan dan pelatihan sja, tetapi juga dapat diukur melalui peningkatan motivasi
serta pengalaman kerja sebagai kepala desa dana paratyr desa lainnya. Tetapi hal
tersebut terlalu mempengaruhi apabila kompetensi seorang pemerintah desa dalam
melaksanakan system pelaporan keuangan desa masi belum memadai. Aparatur desa
yang sudah berkerja lama telah memiliki pengalaman belum tentu dapat
mengimplementasikan serta dapat menerapkan sebuah tata pemerintahan dana desa

dengan baik dibandingkan kepala desa yang baru.



Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana
Desa menjelaskan arah pengunaan dana desa agar didasarkan pada skala prioritas
tingkat desa yang merupakan hasil musrembagdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi
secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan pengelolaan dana desa wajib dilaporkan
oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan
dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat
tanggungjawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya system dan prosedur yang
jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tersebut menetapkan pelaporan dan
pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, yang dilaksanakan secara berjenjang,
mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan
laporan bulanan pengunaan dana desa mencangkup perkembangan pelaksananaan dan
penyerapan dana dengan mengunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu
pada setiap tahapan pencairan dana desa Tim Pelaksa Desa wajib menyampaikan
laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada
Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa
terintegrasi denga pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai Peraturan
Bupati.

Kompetensi dianggap sebagai faktor terpenting bagi bagi organisasi maupun

lembaga pemerintahan, disebabkan merekalah pihak yang berperan terjalankannya
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organisasi. Santoso (2016) member pernyataanya mengenai kompetensi sumbervdaya
manusia yang memiliki dampak signifikan bagi akuntabilitas keuangan daerah.

Masyarakat ialah pihak yang mempercayai pemerintah dalam dikelolanya
keuangan publik memiliki hak untuk memperoleh informasi keuangan pemerintah
dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas
ditunjukan guna memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta
penghubung kesenjangannya atar masyarakat dengan pemerintah (Aucoin &
Heintman, 2000).

Adapun permasalahan yang terjadi pada desa-desa di kecamatan Moutong
tepatnya di desa Mbelang-mbelang, Tuladenggi Pantai, Pandelalap, Pande Ayu, dan
Labuan, yaitu pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun
dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 dan Pemberdagi Nomor 113 Tahun 2014. Diantaranya yaitu pelaksanaan
musyawarah desa belum maksimal, sendangkan musyawarah desa merupakan salah
satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan
keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa
merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-undang
Nomor 6 Desa Tahun 2014, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah
desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan
Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang
bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian dalam

mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan yang dilaksanakan oleh
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pemerintah desa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan desa menggunakan ADD
hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Ni Kadek Rai Eldayanti
(2020) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian
Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa,
integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan
dana desa dalam pengelolaan dana desa, akuntabikitas berpengaruh terhadap
penceghan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian yang
kedua dilakukan oleh Komang Adi Kurniawan Saputra (2019) yang berjudul Praktek
Akuntabilitas dan Kompetensi aparatur desa Untuk Pencegahan fraud Dalam
Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas dan
Kompetensi aparatur desa berpengaruh pada pencegahan Fraud dalam pengelolaan
dana desa. Untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Eri Noprianto (2020) yang
berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud dalam pengelolaan
keuangan di desa se-kecamatan Pelepatilir Kabupaten Bungo. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa kesesuian kompensasi, efektifitas pengedaliaan internal, budaya
etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap

kecenderungan fraud akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.
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Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
dituangkan ke dalam judul “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,
INTEGRITAS, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KECURANGAN
(FRAUD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI

TENGAH”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh dalam pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa ?

2. Apakah integritas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa ?

3. Apakah akuntabilitas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (fraud)
dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa ?

4. Apakah kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabikitas terhadap

pencegahan (fraud) dalam pengelolaan dana desa ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penenelitian
Ada pun maksud penelitian yang dilakukan pada 5 desa dikecamatan Moutong

adalah untuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang
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diteliti, terutama data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dengan

menyebarkan kuesioner kepada responden.

1.3.2 TujuanPenelitian
1. Untuk mengetahui kompetensi aparatur desa berpengaruh dalam pencegahan

kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana
desa

2. Untuk mengetahui integritas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa

3. Untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa

4. Untuk mengetahui kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabikitas

terhadap pencegahan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi pemerintahan desa ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam

mengelola anggaran pada umumnya dan khususnya lima desa di Kecamatan
Moutong.

2. Bagi akademisi
Sebagai tambahan literatur, refernsi dan bahan bacaan bagi peneliti lain yang
ingin melakukan penelitian yang sama dan juga sebagai sumbangan pemikiran
dalam menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada

masyarakat.
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3. Bagi penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta
dapat mengimplementasikan konsep dan teori dalam praktek yang sebenarnya
khususnya mengenai pengaruh kompetensi, aparatur desa, integritas dan
akuntabilitas terhadap kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa di

kecamatan mouton kabupaten parigi moutong Sulawesi tengah.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kompetensi Aparatur Desa
Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakterstik yang

dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut
dapat melaksanakan tugasnya secara professional, dengan kata lain, kompetensi
adalah penguasan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan
sikap yang mengarah kepada kinerja dan direflesikan dalam kebiasaan berfikir
dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun

2004). Dari definisi diatas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam

pengertian kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu.
Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan
gabungan dari pengetahuaan, keterampilan, sikap, dan Kkarekteristik dasar
lainnya dari individu.

2. Kompetensi selalu berkaitan dengan Kkinerja/perilaku. Kompetensi tampil
dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi
yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur
tidak dapat diktegori sebagai kompetensi.

3. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang

memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar

15
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aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek-

aspek yang menentukan optimalitas kinerja yang berhasil/efektif yang dapat

dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari
kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat mengharuskan
organisasimelakukan penyesuaian-penyesuaian yang cepat pula. Organisasi tetap
fleksibel agar mampu tetpa eksis, bahkan dapat memenangkan persaingan. Kondisi
seperti ini mengharuskan organisasi memiliki karyawan yang berkompetensi sesuai
bidan tugasnya sehingga mereka mampu bertindak secara proaktif dan memiliki
toleransi terhadap ketidak pastian sebagai akibat perubahan lingkungan yang cepat.
Kompetensi merupakan suatu faktor yang membedakan atara sesorang yang mampu
menunjukan Kinerja yang unggul.

Menurut Wibowo (2009) mengemukakan bahwa : kompetensi adalah suatu
kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang
dilandasi atas keterlampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang
dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukan keterampilan atau
pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tentu sebagai
sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Menurut Boyatzis dalam Suparyadi (2015) mengemukakan bahwa:
kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang dapat membuat orang
tersebut yang mampu memenuhi apa yang disyaratkan oeleh pekerjaan dalam suatu

organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.



17

Kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang, lembaga dan
masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai
tujuan. Aparatur desa merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan
pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dimensi peningkatan
kompetensi aparatur desa mencangkup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan
wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman.

Menurut Wyatt dalam Suparyadi (2015) mengekukakan bahwa: kompetensi
merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan
perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara Kkritis untuk dapat sebuah
organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap
organisasinya.

Ketiga pendapat para ahli di atas maka dapat dipahami bahwa kompetensi
merupakan sejumlah karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukan
(indicate) cara-cara bertindak, berfikir, atau menggeneralisasikan situasi secara layak
dalam jangka panjang.

Menurut McCelland dalam Rivai dan Sagala (2011) mendefinisikan
kompetensi sebagai karakteritik yang mendasar dan memiliki seseorang yang
berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memperediksikan, kinerja yang sangat
baik.Adapun Menurut Spencer dalam Moeheriono (2012) mendefinisikan kompetensi
sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektifitas kinerja

individu dalam pekerjaannya.Sedangkan Menurut Scale dalam Edy Sutrisno
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(2009:202) secara harfiah kompetensi berasal fdari kata competence yang artinya
kecakapan, kemampuan dan wewenang.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
dimaksud dengan kompetensi adalah kewenangan dan kecakapan atau kemampuan
kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan
jabatan yang disandangnya. Dengan demikian, tekanannya pada kewenangan dan
kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pada suatu jabatan atau
pekerjaan seseorang di dalam organisasi atau suatu instansi pemerintah maupun

swasta.

2.1.1 Tipe Kompetensi
Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku dengan aspek

perilaku manusia dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku
tersebut. Menurut Wibowo (2009: 115) ada beberapa jenis kompetensi yaitu:

1. Planning Competency, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan
tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai
tujuan.

2. Influence Competency, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak
pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat
keputusan tertentu, dan memberikan inspirasi untuk bekerja menuju tujuan
oraganisasional. Kedua tipe kompetensi ini melibatkan aspek yang berbeda
dari perilaku manusia. Kompetensi secara tradisional dikaitkan dengan kinerja

yang sukses.
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Communication Competency, dalam bentuk kemampuan berbicara,
mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

Interpersonal Competency, meliputi empati, membangun consensus,
networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai
orang lain, dan menjadi team player.

. Thinking Competency, berkenan dengan berfikir strategis, berpikir analitis,
berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif,
mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
Organizational Competency, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan,
mengorganisasi sumber daya, mengukur kemajuan dan mengambil resiko
yang diperhitungkan.

Human Resources Management Competency, merupakan kompetensi meliputi
kecakapan memosiskan diri, pengembangan organisasional, mengelola
transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencakan masa depan,
menguasai perubahan dan mempelopori kesehatan tempat kerja.

Client Service Competency, merupakan kompetensi berupa mengidentifikasi
dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, berkerja
dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership
dan berkomitmen terhadap kualitas.

Businnes competency, merupakan kompetensi yang meliputi manajemen

finasial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam system,
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mengunakan  ketajaman system, membuat keputusan bisnis, dan
membangkitkan pendapat.

10. Self Management Comptency, kompetensi berkaitan dengan menjadi motivasi
diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri,
mendemonstrasikan fleksibilitas dan berinisiatif.

11. Technical/operational ~ competency, = kompetensi  berkaitan  dengan
mengajarkan tugas kantor, bekerja dengan teknologi computer, menggunakan
peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan professional dan
membiasakan bekerja dengan data dan angka.

Selain itu jenis kompetensi yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) yaitu:

1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisai pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan

3. Kompetensi sosial cultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masnyarakat menjemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga

memiliki wawasan kebangsaan.
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2.1.2. Karakteristik Kompetensi
Menurut Spencer dan Spencer dalam Sedarmayati (2016), kompetensi

memiliki lima karakteristik antara lain:

1. Motives : sesuatu yang secara konsistren di fikirkan oleh seseorang sehingga
ia melakukan tindakan.

2. Traits: watak yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespon berbagai
informasi dan situasi dalam berprilaku dengan cara tertantu. Watak seseorang
di tunjukan melalui kepercayaan diri, control diri, ketabahan/daya tahan.

3. Self Contept: sikap, nilai dan citra diri yang dimiliki seseorang, sikap dan nilai
diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki
seseorang untuk melakukan sesuatu.

4. Knowledge: informasi/pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk bidang
tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks.

5. Skills: kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas fisik (tugas mental

tertentu).

2.2 Pengertian Integritas
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata integritas berartikan mutu,

kualitas, sifat, dan keadaan dimana bertujuan menimbulkan rasakesatuan yang utuh,
sehingga memiliki kecenderungan menunjukan kemampuan yang sangat wibawa dan
kejujuran yang tinggi. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa itegritas suatu
potensi individual atau kelompok guna mewujudkan sesuatu yang telah dijanjikan

seseorang menjadi suatu yang telah dijanjikan seseorang menjadi suatu pelaksanaan
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nyata, Mulyadi (2007: 145). Integritas dikatakan sebagai kepatuhan yang tidak
mengenai rasa kompromi dalam hal ini moral, serta sangat mengesampingkan
penipuan, pemanfaatan. Integritas berasal dari ide atau gagasan bahwa profesi sebagai
“panggilan” dan diperlukan professional guna focus terhadap gagasan untuk
melaksanakan pelayanan public.

Cantrell dan Butler (1984, didalam Hosmer, 1995) menjelaskan bahwa
integritas suatu bagian dari pandangan yang bisa dipercayai dan sikap jujur seseorang
dalam menjelaskan “kepercayaan” pada konteks berorganisasi. Integritas juga bagian
dari inti utama dalam etika, hal ini dinyatakan oleh Solomon (1992), sebernanya
integritas tidak selalu menyangkut perihal otonomi setiap individu dan kebersamaan
seseorang, tetapi lebih menyangkut loyalitas kerjasama, dapat dipercaya serta
keserasian. Kriteria-kriteria diatas prasyarat minimal berperilaku, baik dalam
organisasi maupun masyarakat.

Carter (1996), dalam Supriyadi, (2012) integritas sering dipahami dalam
konteks perilaku dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya
dengan etika dan moral. Integritas adalah sebuah kontruk psikologis yang dinamis,
melekat pada setiap kehidupan manusia. Objektivisme integritas dalam etika sering
dianggap seperti loyalitas kepada prinsip dan nilai yang sangat rasional (Peikoff,
1991). Meskipun objektif masih mempunyai beberapa kritik disaat penggunaannya
untuk gagasan dasar pengembangan dari etika, karane cenderung bersifat egoistic

(Rand, 1964 dan Barry, Stephens, 1998) dalam Dwi Prawani (2013).
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Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa integritas adalah berpikir,

berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode

etik dan prinsip-prinsip moral, integritas diawali dengan berpikir bukan berkata.

Berpikir melahirkan pengetahuan, pemahaman, nilai, keyakinan dan prinsip suatu

keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan

kemampuan yang memancarkan kewibawaandan kejujuran.

2.2.1 Fungsi Integritas

1.

Adapun fungsi Integritas yang diantaranya yaitu:

Integritas berfungsi memelihara moral atau akhlak seseorang yang kemudian
mendorong dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Berhubung akhlaknya
yang tinggi (self insight), semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang dimiliki,
semakin terasa bodoh. Sebab, andaikan lautan dijadikan tinta dan daun-daun
sebagai kertas untuk menulis ilmu langit, tidak akan cukup. Itulah sebabnya,
seseorang yang berintegritas, otomatis “ringan tangan” membantu orang lain
sebagai manifestasi dari fungsi self reflection-nya. Dia tidak hanya sekedar
simpati, tetapi juga empati, yakni turun lapangan, membantu dengan fikiran, dana,
dan tenaganya.

Integritas berfungsi memelihara nurani seseorang agar tetap hanif sebagai seorang
hamba agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan. Sebab, secara
biologis, manusia dan hewan sama-sama memiliki hepar (hati), tetapi hewan tidak

memiliki galb, sesuatu yang ada di diri setiap manusia. Jika seseorang senantiasa
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mengikuti galbnya (nuraninya), dia menghargai diri sendiri sebagai makhluk

terhormat yang diciptakan Allah lebih mulia dari makhluk lain.

2.2.2 Manfaat Integritas

1.

Manfaat secara intelektual

Dengan mental dan pengetahuan kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak
Kita.

Manfaat secara emosional

Diri menjadi penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi dan
sarat kehangatan emosional dalam interaksi kerja.

Manfaat secara sosial

Mampu mengembangkan hubungan baik satu sama lain dalam lingkungan
masyarakat mau bekerja sama unruk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang
menuntut kelompokan dan kerja sama yang baik, memiliki kepekaan hati dan
perasaan untuk selalu memberi tempat bagi orang lain didalam hati kita.

Manfaat secara spiritual

Menjadikan diri jadi lebih bijaksana dalam memaknai segala sesuatu termasuk
pengelaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak

menyenagkan contohnya keberhasilan, kegagalan dan penderitaan.

2.3 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Abdul Halim dan Muhammsad Ikbal (2012:83)” Akuntabilitas adalah

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan

Kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi
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kepada yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban’.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan
accountability yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan.
Akuntabilitas menurut Masdiasmo (2012:46) adalah “kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang
telah yang telah member amanah dan hak, kewenangan untuk menerima
pertanggungjawaban’.

Untuk itu dengan adanya pertanggungjawaban tersebut, pemerintah desa harus
mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan keuangan
dalam pengeloloaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperlukan secara akurat,
relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya. Pemberian informasi mengenai
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak
masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi
dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menurut pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan akuntabel akan
memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabilitas akan
menunjukan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintah,
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, pencegahan
penyelewengan keuangan desa, dan akan mempercepat pencapaian tujuan

pembangunan desa.
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Akuntabilitas yakni para pengambil dalam organisasi sektor publik, swasta
serta masyarakat memadai memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepda
publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. Dalam
pasal 7 Undang-undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud atas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan ahsil dari
kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan
ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UNDP, akuntabilitas
adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk
dapat dipertanggungjawabkan serta umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk
dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan dating.
Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintah mampu bertanggungjawab
untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana
mereka memperoleh kewenangan.

b. Penetapan criteria untuk mengukur performan aparat pemerintah serta

penetapan makanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai akuntabilitas, dapat dipahami bahwa
akuntabilitas adalah suatu kewajiban seseorang atau kelompok dalam sebuah

organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan,
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pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dimandatkan

kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.1 Aspek-aspek Akuntabilitas
Adapun aspek-aspek akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (accountability is a relationship)
Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu,
kelompok dan institusi dengan Negara dan masyarakat, pemberi kewenangan
bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan
mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi
individu, kelompok dan institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua
kewajibannya. Oleh sebab itu dalam akuntabilitas, hubungan terjadi adalah
hubungan yang bertanggung jawab anatar kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (accountability is result oriented)

Hasil yang diharpakan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah
yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini setiap individu,
kelompok dan institusi di tuntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya serta selalu bertindak dan berupaya untuk
memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (accountability requires
resporting)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas dengan memberikan

laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang
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telah dicapai oleh individu, kelompok dan institusi, serta mampu memberikan
bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan, dalam dunia birokrasi,
bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan
pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)”.

. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (accountability meaningless without
consequences)

Akuntabilitas

adalah kewajiban menunjukan tanggung jawab, dan tanggung jawab
menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut bisa berupa penghargaan
atau sanksi.

. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (aacountability improves performance)
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja pemerintahan
desa, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan
akuntabilitas yang bersifat proaktif (proactive accountability), akuntabilitas
dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya
yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu,
kelompok, dan institusi akan dimintapertanggungjawaban secara aktif yang

terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja”.
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2.3.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Pelaksanaan tanggung jawab di dalam organisasi pemerintah dapat

dipertimbangkan melalui standar tanggung jawab yang menyertai:

1.

Harus ada tanggung jawab dari pelapor dan semua staf oerganisasi untuk
menangani pelaksanaan misi sehingga bertanggung jawab

Harus ada kerangka kerja yang dapat menjamin pemanfaatan asset dapat
diandalkan dengan hukum dan pedoman utama

Harus memiliki pilihan untuk menunjukan derajat pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan

Harus diatur untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan hasil dan keuntungan
yang didapat

Harus lugas, jujur, dan kreatif sebagai pendorong perubahan penyelenggaraan
kantor pemerintahan melalui penyengaran strategi dan metode perkiraan

penyajian laporan pertanggungjawaban.

2.3.3 Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis

dalam membantu pemerintah daerah dalam prose penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa peraturan desa

bertujuan untuk :

1.

Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap kota-kota saat ini berserta

ragamnya saat penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi kota-kota dalam tatanan
terlindung Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan pemrataan
bagi setiap orang Indonesia.

3. Melindungi dan mendorong tradisi, adat dan budaya jejaring provinsi.

4. Potensi dan sumber daya kota untuk bantuan pemerintah bersama.

5. Membentuk pemerintahan kota yang cakap, produktif dan berdaya, terbuka, dan
bertanggung jawab.

Meningkatkan administrasi public bagi penduduk setempat untuk mempercepat
pengakuan pemerintah publick. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan
pemerintahan lingkungan dicirikan sebagai komitmen pemerintah provinsi untuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyelenggaran pemerintah
dikabupaten dalam kaitannya dengan kemandirian wilayah untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dapat diukur baik
sebagai sejauh kualitas dan jumlahnya. Tanggung jawab berisi komitmen untuk
menyajikan dan melaporkan semua latihan, khususnya dibidang organisasi moneter,
ke pertemuan tingkat yang lebih signifikan. Media pertanggungjawaban tidak terbatas
pada laporan pertanggung jawaban, namun juga memasukan bagian dari
kesederhanaan mendapatkan data, baik secara lugas atau tersirat, secara lisan atau
direkam sebagai hard copy, sehingga tanggung jawab dapat mengisi iklim yang

berfokus pada transparansi sebagai alas an untuk tanggung jawab.
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2.3.4 Indikator Akuntabilitas
Menurut Rasul (2012:82) menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat diukur

melalui beberapa indicator yaitu:
a. Pertanggungjawaban hukum
b. Pertanggungjawaban kinerja
c. Pertanggung jawaban program
d. Pertanggungjawaban kebijakan
e. Pertanggungjawaban financial
Adapun indicator Akuntabilitas menurut (Loina Lalolo Krina P, 2010:98)
dibagi menjadi lima yaitu :
a. Proses pembuatan sebuah keputusan
b. Akurasi dan kelengkapan informasi
c. Kejelasan dari sasaran kebijakan
d. Penyebarluasan informasi
e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.
Adapun indicator dalam penelitian ini menggunakan indicator sebagaimana
dalam teori rasul (2012:82) yaitu :
a. Pertanggungjawaban hukum
b. Pertanggungjawaban kinerja
c. Pertanggung jawaban program
d. Pertanggungjawaban kebijakan

e. Pertanggungjawaban financial
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2.3.5 Akuntansi Pemerintahan
Pembukuan pemerintahan adalah akun dan pengumuman pertukaran yang

terjadi di organisasi pemerintah. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh ismaya
(2006 : 307) menyatakan bahwa pembukuan administrasi adalah suatu aplikasi
pembukuan dibidang rekening Negara (uang rakyat), khususnya dalam tahap
pelaksanaan pengeluaran termasuk semua dampak yang ditimbulkannya, baik cepat
maupun lambat, lebih tahan lama disemua tingkat unit pemerintah.

Mengingat sebagian dari definisi di atas mengenai pembukuan pemerintah,
cenderung dianggap bahwa pembukuan administrasi merupakan asosiasi yang
diindentifikasikan dengan organisasi pemerintah dan berbagai instansi lain yang dapat
digunakan secara dinamis.Sebagaimana disadari bahwa pembukuan, secara khusus
adalah pencatatan, pengumpulan, penyiapan dan pengenalah informasi, pencatatan

pertukaran sehingga dapat menciptakan data bagi individu yang membutuhkannya.

2.3.6 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Menurut Baswir (2000 :11) kualitas pemerintahan meliputi :

1. Sebuah. Karena keinginan untuk mencari manfaat tidak komprehensif dalam
bisnis dan pelaksanaan yayasan pemerintah, dalam pembukuan pemerintah,
pencatatan manfaat dan kemalangan tidak boleh dimanfaatkan.

2. Karena organisasi pemerintah tidak eksklusif seperti dalam organisasi, tidak
penting untuk mencatat kepemilikan pribadi dalam pembukuan pemerintahan.

3. Karena pengaturan pembukuan administrasi suatu Negara sangat dipengaruhi

oleh pengaturan otoritas public Negara yang bersangkutan, jenis pembukuan
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pemerintah kontras mulai dari satu Negara kemudian ke Negara berikutnya,
bergantung pada kerangka otoritas public.

4. Karena kapasitas pemnukuan pemerintah adalah mencatat, mengelompokkan,
menjumlahkan, dan melaporkan pengakuan penggunaan rencana pengeluaran
suatu Negara, maka pelaksanaan pembukuan pemerintah tidak dapat
dipisahkan dari instrument administrasi moneter dan pengakuan pengeluaran

setiap Negara.

2.3.7 Sistem Akuntansi Pemerintahan
Secara khusus, tidak ada tulisan tentang pengertian pembukuan moneter

wilayah atau kerangka kerja pembukuan moneter provinsi. Namun demikian,
penataan tersebut bagaimanapun juga dapat dilihat melalui pemahaman terhadap
kerangka pembukuan yang ada, kemudian pengaturan definisi tersebut digunakan
dalam lingkup ruang public. Sebagaimana diindikasikan oleh Halim (2001 :35)
pembukuan moneter territorial dapat dicirikan sebagai interaksi pengakuan,
perkiraan, pencatatan, dan pengumuman pertukaran keuangan (moneter) dari suatu
lokal (wilayah, kota) yang digunakan sebgai data dalam penyelesaian pilihan
keuangan oleh pihak. Pihak yang mebutuhkan.

Tanjung (2009 : 35) mencarikan pembukuan moneter territorial sebgai cara
menuju pencatatan, perakitan, dan menyimpulkan dengan tujuan tertentu dalam
pikiran mengenai tindakan, pertukaran dan peristiwa terkait uangyang pada umumnya

bersifat moneter dan mengungkapkan hasil dalam organisasi masalah pemerintah
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sesuai stnadar kemandirian dan bantuan dengan standar Negara kesatuan republic
Indonesia.

Dari penjelasan define-definisi di atas mengenai pembukaan moneter daerah,
sangat dapat disimpulkan bahwa pembukuan keuangan provinsi merupakan
perkembangan dari metode-metode yang saling berhubungan yang disusun sesuai
dengan renacana yang matang yang tampaknya menyampaikan data sebagai laporan
keuangan yang akan dimanfaatkan oleh pertemuan dalam dan pertemuan luar

pemerintahan terdekat dalam dinamika keuangan.

2.3.8 Pemerintah Desa
Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa

adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa
antara lain mencangkup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa,
serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan pemerintah desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

2. Kewenangan lokal berskala desa.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi

atau daerah kabupaten/kota.
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4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan
masyarakat, yaitu antara lain system organisasi masyarakat adat, kelembagaan,
pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan
masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa
atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul karena perkembangan desa dan
prakarsa masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan
desa diatur oleh menteri, yang akan ditindaklanjuti Bupati/Walikotayang akan
menetapkan daftar kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala
desa. Didalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa
tersturktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala
Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa.
1. Kepala Desa
Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa
serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. Menetapkan keijakan tentang pelaksanaan APBDesa.

b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
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c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal
pelantikan dan bias menjabat paling lama 3 kali jabatan secaraberturut turut.
Kepala desa mengusakan sebagai kekuasan ke perangkat desa dalam

melaksanakan kekuasaan pengelola dana desa.

. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenangan Kepala Desa dalam
melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala
Desa. Sekretaris Desa sebagai coordinator PTPKD membantu kepala desa agar
melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan
PBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah
ditetapkan dalam APBDesa
Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat
oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris
Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan yang mencangkup penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan
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APBDesa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencangkup sebagai
berikut:

a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar

b. Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainya.

c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan

tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Badan Permusyawaratan Desa
Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin

kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel
didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa
dan lembaga desa. Badan permusyarawatan Desa yang dalam kedudukannya
memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama
kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang

turut membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa.

2.4 Kecurangan(Fraud)
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAl) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai

berikut :
a. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji
atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam Laporan

Keuangan untuk mengelabui pemakai Laporan Keuangan.
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b. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva
(seringkali disebutkan dengan penyalahgunaan tau penggelapan) berkaitan dengan
percurian aktiva entitas yang berakibat Laporan Keuangan tidak disajikan sesuai
dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum di Indonesia atau GAAP (General
Accepted Accounting Prinsiples). Menurut the Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE), internal Fraud (tindakan penyelewengan didalam perusahaan
atau institusi) dikelompokan menjadi 2 yaitu

1. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (fraudulent
statement).
2. Korupsi (corruption) (Fitrwansyah 2014:9).
ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok
a. Konflik kepentingan (conflict of interest) merupakan benturan kepentingan.
b. Menyuap atau menerima suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah

tindakan fraud

Indikasi kecurangan selalu ditemukan dalam berbagai sektor baik sektor
publik, maupun sektor sosial korporasi. Fraud yang terjadi pada sektor public
membawa dampak yang luas. Hal ini dikarenakan fraud yang terjadi pada sektor
tersebut mengakibatkan kerugian yang harus diderita masyarakat umum dan bukan
hanya di derita oleh sekelompok orang seperti pemegang saham atau donatur.Dalam

korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah manipulasi pencatatan,
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penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara.

2.4.1 Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Pemendri No 113 tahun 2014 pasal 6 disebutkan bahwa

pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Matinya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota dan Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Administrasi Moneter kota. Dalam mewujudkan
administrasi keuangan kota, pemerintah kota hendaknya menggunakan standar
administrasi keuangan kota, agar uang kota diawasi secara spesifik berdasarkan
standar yang lugas, bertanggung jawab, partisipatif dan dilakukan secaratepat dan
dengan disiplin belanja.

Penyelewenggaraan dana kota diawasi dalam waktu tahun anggaran, dimulai
dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai dengan pedoman Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, kemampuan untuk mengawasi rekening kota
dipegang oleh Pemerintah Kota. kepala kota. Kepala kota adalah pemegang
kekuasaan administrasi moneter berkewajiban membentuk Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala kota dalam
memujudkan administrasi moneter kota. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD) tediri dari sekretaris kota, kepala segmen dan pejabat keuangan kota.
Sekretas sebagai Penyelenggara khusus untuk administrasi kota dipercayakan dengan

laporan pemesanan dan tanggung jawab untuk penggunaan candangan kota.
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Sesuai dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun
2016. Rekening kota adalah semua hak dan komitmen kota yang dapat dihargai
secara tunai seperti halnya uang tunai dan produk yang diidentifikasi dengan
penggunaan hak dan komitmen kota. Administrasi keuangan kota menggabungkan
semua kegiatan yang terkait denganpengaturan, penggunaan, pengaturan,
pengungkapan, dan tanggung jawab keuangan kota.

Laporan moneter menggambarkan kondisi moneter dan efek samping dari
bisnis organisasi pada waktu tertentu atau untuk jangka waktu tertentu, sehubungan
denganjenis laporan keuangan akan memberikan rincian mengenasi pengakuan APB
kota, laporan pertanggungjawaban untuk APB kota, meliputi pemanfaatan aset,
menulis tentang tanggung jawab pengakuan penggunaan APB kota (Harahap,
2015:66).

Dari penjelasan diatas mengenai pengelolaan keuangan desa, dapat dipahami
bahwa pengelolaan desa merupakan pengelolaan keuangan desa, yang mana di
antaranya yaitu pelaksanaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:43) menyebutkan bahwa pengelolaan
keuangan desa dapat diukur melalui beberapa indicator yaitu :

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Penatausahaan

d. Pelaporan dan
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e. Pertanggungjawaban

2.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian ilmiah tentang pengelolaan dana desa belum banyak lakukan, hal

ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengeolaan dana desa.
Untuk itu, sebagai landasan pustaka, peneliti mengunakan penelitian sebelumnya
yang berkaitan dengan program alokasi dana desa.

penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti (2020) dengan judul penelitian
Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas dan
akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa
dalam pengelolaan keuangan desa. hasil penelitian menunjukkan bahwa
1)Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud)
dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa, 2) integritas
berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa
dalam pengelolaan dana desa, 3) Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Noprianto (2020) dengan judul penelitian
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud dalam pengelolaan dana desa
sekecamatan Pelepatilir Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukan bahwa
kesesuaian kompensasi, efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi,
kompetensi dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan

fraud akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.
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Penelitian yang dilakukan oleh Antonius (2021) dengan judul penelitian
pengaruh kompetensi dan integritas aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan keuangan desa (survei pada desa di kecamatan Nita
kabupaten Sikka ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi tidak
berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan
desa. Integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan keuangan desa. Kompetensi dan integritas secara simultan berpengaruh

terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa.

2.6 Kerangka Berpikir
Menurut Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) dalam

Sugiyono (2018 :60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang Telah
diidentifikasi sebagaimana masalah yang penting.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur
Desa, Integritas, Akuntabilitas Terhadap Pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa dalam Pengelolaan dana desa di Kec. Moutong Kab. Parigi

Moutong Sulawesi tengah.
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Kompetensi
Aparatur Desa (X1) H;
. H>
Integritas (X2) Pencegahan kecurangan
(fraud) dalam
Hs pengelolaan dana desa
" A
Akuntabilitas (X3) 1
1
, |
1 |
: Ha !
| |

— Parsial

~==?% Simulta

2.7 Hipotesis
Menurut sugiyono (2018 : 63) hipoteis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan
pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh
melalui pengumpulan data. Dengan ini hipotesis juga dapat dikatakan jawaban teoritis
terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Dari uraian diatas maka dalam hal ini hipotesis atau dugaan sementara pada
penelitian ini sebagaimana berdasarkan rumusan masalah yang ada.
H1: Kompetensi Aparatur Desa secara persial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa desa



H2 :

H3:

H4 :

Integritas secara persial berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh
terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa
dalam pengelolaan Dana desa

Akuntabilitas secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam
pengelolaan Dana desa

Kompetensi Aparatur Desa, Integritas, Akuntabilitas secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadappencegahan kecurangan

(fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan Dana desa
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METODEOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian
Adapun dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Pengaruh

Kompetensi Aparatur Desa,Integritas, Akuntabilitas terhadap Pecegahan Kecurangan
(Fraud) dalam pengelolaan Dana desa di Kec. Moutong Kab. parigi Moutong
Sulawesi tengah. penelitian akan dilakukan Pada Kecamatan Moutong Kabupaten
Parigi Moutong dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh
Kompetensi Aparatur Desa,Integritas, Akuntabilitas terhadap Pecegahan Kecurangan
(Fraud) dalam pengelolaan Dana desa di Kec. Moutong Kab. parigi Moutong
Sulawesi tengah.secara parsial dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,Integ

ritas, Akuntabilitas terhadap Pecegahan Kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan Dana

desa di Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Sulawesi tengah secara simultan.

3.2 Desain Penelitian
Menurut Husaian Umar (2002 :36), mengemukakan bahwa desain penelitian

adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dan komprehensif mengenai hubungan-
hubungan antar variable yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitian dapat
memberikan jawababn atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam perencanaaan
tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan

peneliti mulai dari membuat hiopotesis dan implikasinya secara oprasional

sampai pada analisis akhir.Untuk itu berangkat dari rumusan masalah yang ada
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dimana untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,
Integritas, Akuntabilitas terhadap Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan
dana desa dalam pengelolaan Dana Desa secara simultan dan secara parsial, dengan

itu penelitian ini menggunakan desaian deskriptif kuantitatif.

3.3 Operasional Variabel Penelitian
Variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kompetensi

Aparatur desa (XI), Integritas (X2), Akuntabilitas (X3) sebagai variable bebas (X),
sedangkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaandana desa merupakan variabel
terikat (Y). Untuk penelitian ini diukur menggunakan skala likert, Menur

ut Riduwan ( 2010 : 86) mengemukakan bahwa skala Likert digunkakan umtuk
mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian
atau gejala sosial.

Dengan menggunakan skala likert, maka variable yng akan di ukur dijabarkan
menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variable kemudian sub variable
dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-
indikator ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa
pertanyaan dan pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban
dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan

dengan kata-kata.



Adapun operasioanl variable ini diharapkan dapat membantu para pembaca

untuk memahami dengan mudah mengidentifikasi setiap variable yang ada dan

Table 3.1 Bobot Alternatif Skala Bobot

Pilihan Bobot
Sangat Setuju 5
Setuju 4
Netral 3
Tidak setuju 2
Sangat tidak setuju 1

Sumber : Sugiyono 2018 : 94

memeberikan batasan-atasan terhadap variable, untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.2.

Operasional variable adalah suatu atribut atau sifat, nilai, dari obyek atau

kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono :2015 :38)

Table 3.2 Operasionalisasi Variable Penelitian

Variable

Definisi variable

Indikator

Skala

Kompetensi
Aparatur Desa
(X1)

(Boyatzis dalam
Suparyadi 2015)

Kapasitas yang 1.
ada pada 2.

seseorang yang 3.

dapat membuat
orang tersebut

mampu memenubhi

Kompetensi Teknis
Kompetensi Manajerial
Kompetensi sosial

cultural
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apa yang
disyaratkan oleh
pekerjaan dalam
suatu organisasi
tersebut mampu
mencapai hasil

yang diharapkan

Integritas (X>) Bagian dari 1. Pertanggungjawaban Ordinal
(Cantrell dan pandangan yang hukum
Butler 1984, bisa dipercayai 2. Pertanggungjawaban
didalam Hosmer, | dan sikap jujur Kinerja
1995) seseorang dalam 3. Pertanggungjawaban

menjelaskan program

“kepercayaan” 4. Pertanggungjawaban

pada konteks kebijakan

organisasi 5. Pertanggungjawaban

financial

Akuntabilitas Kewajiban untuk 1. Ketersediaan dan Ordinal

(Xa)

(Abdul Halim
dan Mohammad
Ikbal 2012:83)

memberikan
pertanggungjawab
an atau menjawab
dan menerangkan
Kinerja dan
tindakan seseorang
atau badan hukum,

atau pimpinan

aksebilitas dokumen

2. Kejelasan dan
kelengkapan informasi

3. Keterbukaan proses

4. Kerangka regulasi yang

menjamin transparansi
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suatu organisasi
kepada yang
memiliki hak atau
berkewenangan
untuk meminta
keterangan atau
pertanggungjawab

an

Pencegahan
kecurangan
dalam
Pengelolaan
dana desa (Y)

Kegiatan yang
meliputi
perecanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan dan
pertanggungjawab

an keuangan desa

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan dan

5. Pertanggungjawaban

Ordinal

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Margono (2004), Populasi adalah data yang menjadi perhatian para

peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi ini juga

berkaitan dengan data-data. Apabila manusia memberikan suatu data, maka jumlah

populasi tersebut akan sesuai dengan banyaknya manusia.

Menurut Nazir (1983), mengemukakan bahwa populasi berkenaan dengan

data, bukan orang atau bendanya, adapun menurut Ridwan (2010:55) populasi
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merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-
syarat terrtentu berkaitan dengan masalah penilitian.

Menurut Sugiyono (2018:126), populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Dengan demikian populasi adalah sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena.
Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah 45 orang pada5 desa dikecamatan

Moutong.

3.4.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2018 :127), sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteritik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena
keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang
diambil dari populasi sebagai responden itu. Maka sampel dalam penelitian ini di
ambil dari populasi sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70
orang terdiri dari 5 desa yaitu kepala desa 5 orang, Sekretaris desa 5 orang, Operator
5 orang, staf kantor 5 orang, Bendahara 5 orang, kaur umum 5, Kepala dusun 15

orang, dan masyarakat sebanyak 25 orang.



No Nama Desa Jumlah Sampel

1 Mbelang-mbelang 14

2 | Tuladenggi Pantai 14

3 | Pande Lalap 14

4 | Pande Ayu 14

5 | Labuan 14
Jumlah 70

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan penelitian ini, maka
digunakan metode sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian Kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-
literatur
diperoleh lewat penelitian kepustakaan ini merupakan data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (Faild Research)
Penelitian Lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data
yang akan dianalisis selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Data primer
ini terutama diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara sebagai barikut :

1. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah

yang diteliti

51

yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data-data yang dapat
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2. Kuisioner, Yaitu menyebarkan angket yang berisi pertanyaan pertanyaan atau

pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Jenis dan Sumber Data

3.6.1 Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-angka
tetapi, berupa gambaran umum organisasi, sejarah singkat organisasi, maupun
informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-
angka yang akan diteliti dalam nilai atau ukuran yang relevan dalam
penelitian ini.

3.6.2 Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer, Yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitian berupa data
utama yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui kuisioner
atau penyebaran angket.

b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari data kedua dan berfungsi
sebagai data pendukung dalam memecahkan pokok permasalahan yang menjadi

obyek penelitian.
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3.7 Teknik Analisis Data
Dengan adanya masalah diatas maka dalam memecahkan permasalah tersebut

menggunnakan Analisis regresi Berganda untuk mengukur besarnya pengaruh
Variabel bebas ( X )Kompetensi Aparat Desa, Integritas, dan Akuntabilitas terhadap

Variabel terikat (Y) Pencegahan Kecurangan(Fraud). Adapun persamaan reresi

berganda yaitu :
Y =a+bi Xy + b Xo+ b3Xs+g
Dimana :
Y = Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam

pengelolaan dana desa

a = Nilai Konstan atau nilai tetap
b1z = Koefisien Variabel

X1 = Kompetensi Aparat Desa
X2 = Integritas

X3 = Akuntabilitas

Standar eror atau variabel yang tidak diteliti.

m
]

3.7.1 Analisis Korelasi
Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam

pengukuran. Dalam pengujian instrument pengumpulan data, validitas dibedakan
menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang

disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada
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kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor
faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total
keseluruhan faktor). Pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara
skor item dengan skor total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi
atau dukungan terhadap item total (skor total). Bila kita menggunakanlebih dari satu
faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item
dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara item dengan skor
total faktor (penjumlahan dari beberapa faktor). Dari hasil perhitungan korelasi akan
di dapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas
suatu item dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Berikut

rumus Uji Validitas :

f nZ — (Zx)(2y)
JZ)?){nzy? — (3y)?

Keterangan :

ry = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
n = Jumlah responden

¥xy = Jumlah perkalian antara x dan y

>x?= Jumlah dari kuadrat nilai x

Ty?= Jumlah dari kuadrat nilai y

(Zx)?= Jumlah nilai x kemudian dikuadratkan

(Zy)?= Jumlah nilai y kemudian dikuadratkan



3.7.2 Uji Reliabilitas
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Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran

tersebut diulang. Reliabilitas berarti dapat dipercaya” Artinya, instrumen dapat

memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrument dikategorikan reliabel jika

menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasilpengukuran

sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan

kebenarannya.

Berikut Rumus Uji Reliabilitas :

n=(25) (1- 5F)

Keterangan :
ri = Koefisisien reliabilitas instrument (total tes)
Kk =Banyaknya butir pertanyaan yang sahih

»8,2  =Jumlah varian butir

ot =Varian skor total

Perhitungan uji reliabilitas skala diterima, jika hasil perhitungan rhitung >

5%.

rtabel



56

3.7.3 Uji F (simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi
dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam,
tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Hasil uji F
dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan
taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan
terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas
terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap
variabel terikat.

3.7.4 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil
uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Jika
probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat
pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika
probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap

variabel terikat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu daerah tingkat Il di provinsi

Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten
Parigi Mouton melingkupi sebagian besar dari daerah pantai timur Sulawesi Tengah
dan Teluk Tomini. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231,85 km?2dan
berpenduduk sebanyak 443.170 jiwa (2021), dengan jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 227.196 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 215.974 jiwa. Kabupaten
Parigi Moutong terdiri dari 23 Kecamatan, 5 kelurahan, dan 278 desa.

Moutong adalah salah satu kecamatan di kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi
Tengah. Moutong merupakan kecamatan paling timur-utara dari kabupaten Parigi
Mouton, sehingga berbatasan langsung dengan provinsi Gorontalo. Kecamatan

Moutong memiliki 20 desa atau kelurahan.

4.1.1 Sejarah lokasi penelitian
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak Tahun 1963

oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya.
Momentum penting pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari
Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan
wilayah Pantai Timur dengan Akta Notaris Nomor 33 Tahun 1965. Yayasan ini

merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai pembentukan Kabupaten
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Parigi Moutong. Pendiri Ada tiga fase yang manandai lahirnya pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong.

Fase pertama dilaksanakannya rapat oleh partai-partai politik dan seluruh
komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga
Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala
tahun 1999 dan fase ketiga. Fase ketga yakni pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1999
delegasi pembentukan Kabupaten Parigi Moutong berturut-turut mengadakan
audiensi baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah
yang diterima oleh Sekretaris Provinsi Drs. H. Samijono.

Pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat Paripurna pembahasan
pembentukan 19 Kabupaten dan tiga Kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas
dalam rapat Paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.
Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mensahkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi
Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185.
Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H
Aminudin Ponulele MS melantik Drs H Longki Djanggola, MSi sebagai pejabat

Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibu kota Kabupaten Parigi Moutong.
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4.1.2 Lambang dan motto
Lambang Daerah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 17 Mei 2003 yang berbentuk gumbang
tempayung bersudut lima yang melambangkan bahwa:

1. Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong bersifat terbuka menerima semua
masukan yang bersifat membangun untuk dimusyawarahkan demi tercapainya
kesejahteraan rakyat.

2. Gumbang atau tempayung bersudut lima melambangkan falsafah Pancasila.

Motto daerah adalah Songu Lara Mombangu yang melambangkan tekad yang kukuh,
tertanam dalam diri setiap masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dalam

membangun, untuk tercapainya cita-cita yakni kesejahteraan rakyat.

Motto daerah adalah Songu Lara Mombangu yang melambangkan tekad yang kukuh,
tertanam dalam diri setiap masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dalam

membangun, untuk tercapainya cita-cita yakni kesejahteraan rakyat.
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Arti Warna

1. Warna Putih melambangkan sebagai kesucian.

2. Warna Kuning dimaknai sebagai kejayaan atas sejarah dari kerajaan yang
mendiami wilayah Parigi Moutong sebelum lahirnya kabupaten.

3. Warna Hijau dimaknai sebagai kesuburan tanah daerah Kabupaten Parigi
Moutong.

4. Warna Coklat dimaknai sebagai tanah tempat kita berpijak dan menjalani roda
kehidupan untuk mencapai masyarakat madani.

5. Warna Biru dimaknai sebagai keteduhan dan kedamaian juga mempunyai
makna potensi kelautan dimana luas wilayah laut kita lebih luas dari daratan
terbesar di Kabupaten Parigi Moutong.

6. Warna Hitam dimaknai sebagai ketegaran sikap untuk menuju pembangunan.

4.2 Karakter Responden
Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat sampel yang

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 orang. Kuesioner diisi oleh aparat desa
dan masyarakat yang dapat memberikan informasi yang berjumlah 70 orang. Dari 70
kuesioner yang disebarkan di lima desa, hanya 58 kuesioner yang diisi dan kembali
utuh. Dan sebanyak 12 kuesioner tidak dikembalikan dikarenakan responden yang
bersangkutan sedang keluar kota. Jadi kuesioner yang dapat dijadikan data untuk
diolah selanjutnya berjumlah 58 kuesioner. Adapun hasil dari penyebaran kuesioner

yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Table 4.1 Rekapitulasi Responden

NO Keterangan Total
1 Kuesioner yang dibagikan 70
2 Kuesioner yang kembali 58
3 Kuesioner yang tidak kembali 12
4 Kuesioner yang dapat dioleh 58
Tingkat kuesioner yang dapat dioleh 82.8%

.Sumber : data olahan, 2022

61

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 58 responden sebagai obyek

penelitian, dapat diperoleh karakteristik umum yang meliputi jenis kelamin, usia,

tingkat pendidikan, dan lama bekerja. Pengklasifikasian responden berdasarkan

karakteristik umum tersebut diperoleh untuk memperoleh wawasan yang lebih luas

mengenai obyek penelitian. Data yang berhasil dihimpun dari 58 responden tersebut

disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Table 4.2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-Laki 37 63,8%
Perempuan 21 36,2%
Total 58 100%

Sumber : Data diolah, 2022
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
responden adalah laki-laki sebesar 63,8% dari keseluruhan jumlah responden.
Sedangkan jumlah responden perempuan sebesar 36,2%.

Table 4.3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden Jumlah Persentase
20-40 41 71%
41 - 60 17 29%
> 61 0 0
Total 58 100%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, usia responden yang diteliti paling banyak
berusia 20 hingga 40 tahun yaitu sebanyak 41 orang (71%), kemudian diikuti oleh
yang usia 41 hingga 60 tahun sebanyak 17 orang (29%) dan dan tidak ada responden
yang memiliki usia di atas 61 tahun.

Table 4.4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Jumlah Persentase
SMA 20 34.5%
D3 5 8,6%
S1 31 53,5%
S2 2 3.4%
Total 58 100%

Sumber : Data diolah, 2022
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas, kategori tingkat pendidikan dari 58 responden
yang telah diteliti diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat
pendidikan S1 yaitu sebesar 53,5% dari total keseluruhan responden, diikuti 34,5%
dari total keseluruhan responden memiliki tingkat pendidikan SMA, tingkat
pendidikan D3 sebanyak 8,6% dari total keseluruhan responden, dan tingkat

pendidikan S2 sebanyak 3,4%.

4.3 AnalisisDeskriptif
Deskriptif varibel dari 58 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel berikut :
Table 4.5 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimu | Maximu | Mean Std.
m m Deviation

Kompetensi Aparatur 58 14 25 19.16 1.554
Desa
Integritas 58 12 20 16.66 1.802
Akuntabilitas 58 21 30 25.38 2.231
Pencegahan 58 23 35 29.66 2.181
kecurangan (fraud)
dalam pengelolaan
dana desa
Valid N (listwise) 58

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan statistik deskritif dari masing-masing
variabel penelitian. Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis menggunakan statistik
deskriptif terhadap variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan nilai minimum

sebesar 14, nilai maksimum sebesar 25, dan mean (rata-rata) sebesar 19.16, dengan
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standar deviasi sebesar 1,554. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistic
deskriptif terhadap variabel integritas menujukkan nilai minimum sebesar 12,
maksimun sebesar 20, dan mean (rata-rata) sebesar 16,66 dengan standar deviasi
sebesar 1,802. Variabel akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 21, nilai
maksimum sebesar 30, dan mean (rata-rata) sebesar 25,38 dengan standar deviasi
sebesar 2,231. Sedangkan untuk variabel pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa menunjukkan nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum
sebesar 35, dan mean (rata-rata) sebesar 29,66 dengan standar deviasi sebesar 2,181.
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi
berada pada variabel pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa
yaitu 29,66 , sedangkan yangterendah adalah variabel intergitas yaitu 16,66. Untuk
standar deviasi tertinggi berada pada variabel akuntabilitas yaitu 2,231 dan yang

terendah adalah kompetensi aparat desa yaitu 1,554.

4.4 KualitasData
Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi

data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrum

ent penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

4.4.1 UjiValiditas
Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan

dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner
dapatdikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan

sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara
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menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara
statistik, angka korelasi bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka
dalam table r produk moment. Apabila nilai r hitung lebih dari (>) r tabel maka
kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan sebaliknya. Pada penelitian ini terdapat
jumlah sampel (n) = 58 responden dan besarnya df dapat dihitung 58-2 = 56, dengan
df = 56 dan alpha (a) = 0,05 didapat r tabel = 0,2181. Jadi, item pernyataan yang
valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,2181. Adapun hasil uji validitas data
dalam penelitian ini dapat dilihat pada berikut :

Table 4.6 Uji Validitas

Variabel Item Fhitung Itabel Ketrangan
Kom X11 0,761 0,2181 Valid
petensi aparatur desa (X1) X1.2 0,375 0,2181 Valid
X1.3 0,693 0,2181 Valid
X1.4 0,766 0,2181 Valid
X15 0,605 0,2181 Valid
Integrtas X2.1 0,798 0,2181 Valid
(X2) X2.2 0,812 0,2181 Valid
X2.3 0,634 0,2181 Valid
X2.4 0,738 0,2181 Valid
Akuntabilitas X3.1 0,840 0,2181 Valid
(X3) X3.2 0,795 0,2181 Valid
X3.3 0,756 0,2181 Valid
X3.4 0,817 0,2181 Valid
X3.5 0,846 0,2181 Valid
X3.6 0,811 0,2181 Valid
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Pencegahan kecurangan Y1 0,451 0,2181 Valid
(fraud) dalam pengelolaan Y2 0,612 0,2181 Valid
dana desa Y3 0,713 0,2181 Valid

(Y) Y4 0,718 0,2181 Valid

Y5 0,414 0,2181 Valid

Y6 0,655 0,2181 Valid

Y7 0,690 0,2181 Valid

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item
pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada rtapel
pada signifikansi 0,05 (5%). Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan

dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

4.4.2 UjiReliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatau kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau
handaljika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari
waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha
(o). Suatu variabel dikatan reliabel jika koefisien alphanya (o) lebih besar dari 0,60
artinya kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian. Hasil

pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :
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Table 4.7 Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’ Alpha | Keterangan
Kompetensi aparatur desa 0,613 Reliabilitas
Integritas 0,725 Reliabilitas
Akuntabilitas 0,896 Reliabilitas
Pencegahan kecurangan 0,717 Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha
dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa
instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Kompetensi
aparatur desa, Integritas, akuntabilitas dan Pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa vyaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat

ukur variabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik
Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda untuk uji

hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik

dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis
regresi linear terpenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi uji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji

heteroskedasitas.
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4.5.1 UjiNormalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati
normal. Dalam penelitian ini metode untuk menguji normalitas adalah dengan
menggunakan metode grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat
grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang
mendekati distrbusi normal, dan (b) normal probability plot yang membandingkan
distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis
lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.
Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau
tidak, maka uji statistik yang juga dapat dilakukan yaitu pengujian one
samplekolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih
detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu
persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji
Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang
dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan
nilai signifikansi sebesar > 0,05.

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa

data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistic menggunakan
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nilai Kolmogorov-smirnov. Dari tabel 4.8 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-
smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,275, hal tersebut
menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Table 4.8 One Sample Kolmogrov-smirnov tes

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual
N 58
Mean .0000000
Normal Parameters®®  Std. 1.49816421
Deviation
Most Extreme Abs.o.lute 131
Differences POSItIYe 066
Negative -131
Kolmogorov-Smirnov Z .996
Asymp. Sig. (2-tailed) 275

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Selanjutnya faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data

terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat diagram dan grafik normal plot.
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Gambar 4.2 Normal Probability Plot

NMormal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (Fraud)
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Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk
grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Gambar 4.2 menunjukkan
adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-
titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model
regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik

normal probability plot.

4.5.2 UjiMultikoleniaritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian
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multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance atau Variance Inflation Factor

(VIF), sebagai berikut :

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa

tidakterdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut.

2. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat

multikoliniearitas pada penelitian tersebut.

Coefficients?

Model Unstandardized | Standardize t Sig. Collinearity
Coefficients d Statistics
Coefficients
B Std. Beta Toleran | VIF
Error ce
(Constant) 6.227 3.327 1.871| .067
Kompetensi 434 132 309 3.277| .002 .981( 1.019
1 Aparatur Desa
Integritas 571 131 471 4.347| .000 .743| 1.346
Akuntabilitas 221 .106 226 2.093| .041 7491 1.335

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, karena nilai VIF untuk semua

variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar dari

0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel

independen.
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4.5.3 Uji heterokedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Adapun cara untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode grafik yaitu dengan grafik Scatterplot. Apabila dari grafik
tersebut menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar, baik di atas
maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Hasil pengujian

heteroskedastisitas dengan metode Scatterplot diperoleh sebagai berikut :

Scatterplot
Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (Fraud)
.
= o
= o] o o
5 1 o
n o
3 o (=]
o o .
= (=3 o
B o © °
T o o <
~
E “o
n - ® o
s
=4 L= o
n o o
o o =
o -2 o
o o
—3—
T T T T
-2 o 2 4

Regression Standardized Predicted Value

Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.3 menunjukan bahwa grafik
scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana
titiktitik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0

pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada
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model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Kompetensi aparatur
desa, teknologi informasi dan akuntabilitas.

4.6 UjiHipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2 dan H3
menggunakan analisis regresi berganda dengan  meregresikan  variabel
independen(Kompetensi aparat desa, Integritas dan Akuntabilitas)terhadap variabel
dependen (pencegahan kecurangan / fraud). Uji hipotesis ini dibantu

denganmenggunakan program SPSS versi 21.

4.6.1 UjiRegresiBerganda
Berdasarkan analisis regresi berganda maka dapat dihasilkan persamaan

regresi sebagai berikut :

Y =6,227+ 0,434 +0, 571 + 0,221 + ¢

Pengujian hipotesis H1, H2, danH3 dilakukan dengan analisis regresi
berganda pengaruh Kompetensi aparat desa, Integritas dan Akuntabilitas terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa . Hasil pengujian

tersebut ditampilkan sebagai berikut :

Model Summary

Mode R R Square | Adjusted R | Std. Error of
I Square the Estimate

1 7278 528 .502 1.539

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kompetensi
Aparatur Desa, Integritas
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Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai adjustedR? dari model

regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas

(independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel diatas

diketahui bahwa nilai RZsebesar 0,502, hal ini berarti bahwa 50,2% yang

menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa

dipengaruhi oleh variabel Kompetensi aparat desa, Integritas dan Akuntabilitas.

Sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam

penelitian ini.

4.6.2 Uji t (Parsial)

Coefficients?

Model Unstandardized | Standardize t Sig. Collinearity
Coefficients d Statistics
Coefficients
B Std. Beta Toleran | VIF
Error ce
(Constant) 6.227 3.327 1.871| .067
Kompetensi Aparatur 434 132 309 3.277| .002 9811 1.019
1  Desa
Integritas 571 131 A71( 4.347| .000 .743( 1.346
Akuntabilitas 221 106 226( 2.093] .041 749 1.335

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar

6,227 mengindikasikan bahwa jika variabel

independen(Kompetensi aparatur desa, Integritas danAkuntabilitas) adalah nol
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maka Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa akan
terjadisebesar 6,227.

2. Koefisien regresi variabel Kompetensi aparatur desa (X1) sebesar 0,434
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Kompetensi
aparatur desa akan meningkatkan Pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa sebesar0,434.

3. Koefisien regresi variabel Integritas (X2) sebesar 0,571 mengindikasikan
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Integritas akan akan meningkatkan
Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa sebesar 0,571.

4. Koefisien  regresi  variabel  Akuntabilitas (X3) sebesar 0,221
mengindikasikanbahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Akuntabilitas
akan meningkatkanPencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana
desa sebesar sebesar 0,221.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2, dan H3) yang
diajukandapat dilihat sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh  positif dan  signifikan
terhadapPencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa (H1).
Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel Kompetensi aparatur
desa memiliki thiwng Sebesar 3,277> dari t wper 2,004 (df= n - Kk, yaitu 58-
4=54) dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,002 < dari a = 0,05, maka H1
diterima. Hal ini berarti Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keungan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan
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bahwa semakin tinggi Kompetensi yang dimiliki oleh aparat desamaka
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa akan semakin
meningkat.

Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa (H2)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel Integritas memiliki thitung
sebesar 4,347> dari twner 2,004 dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,000<
dari a = 0,05, maka H2 diterima. Hal ini berarti Integritas berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keungan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa semakin baik Integritas yang dimiliki oleh aparat desa maka
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa akan semakin
meningkat.

. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa (H3)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas memiliki
thitung Sebesar 2,093> dari twner 2,004 dengan tingkat signifikansi t 0,041< dari
a = 0,05, maka H3 diterima. Hal ini berarti akuntabilitas berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keungan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh aparat desa maka
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa akan semakin

meningkat.
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4.6.3 Uji F (Simultan)

ANOVA?
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Square
Regression 143.167 3 47.722| 20.143 .000°
1 Residual 127.936 54 2.369
Total 271.103 57

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana
desa
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Integritas

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi
berganda menunjukkan hasil F hitung Sebesar 20,143 lebih besar (>) dari F taber Sebesar
2,775 (df1 = 4 - 1 = 3 dan df2 = 58- 4 = 54) dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih
kecil (<) dari 0,05. Berarti kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas secara
bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam

pengelolaan dana desa .

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa

kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya
pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Dapat diketahui bahwa, dengan semakin
tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa mampu mencegah kecurangan

dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
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secara parsial variabel kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa .

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Eldayanti, (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap
upaya pencegahan fraud. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Nopriyanto (2020) di mana hasil penelitiannya juga menyatakan
bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya pencegahan
fraud dana desa. Di dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab aparatur desa
merupakan salah satu penunjang utama yang paling menentukan keberhasilan dari
masing-masing tugas yang diemban, di mana kompetensi perangkat desa mencakup
pengetahuan yang memadai, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui
pendidikan formal maupun non formal, pelatihan, dan pengalaman. Sehingga dengan
semakin baiknya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparat desa di dalam
menjalankan tugas maka kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan maupun
penyelewengan dana mampu dikendalikan, karena mereka berpikir panjang akan
dampak yang akan ditimbulkan nantinya setelah melakukan tindakan penyelewengan
harkat martabat serta nama baik sebagai pegawai akan tercoreng.

Kompetensi aparatur desa berperan penting terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa sehingga menghasilkan laporan yang akuntabel. Individu yang
memiliki kompetensi yang tinggi akan berusaha untuk mempertahankan integritasnya
sebagai pegawai yang kompeten di dalam suatu organisasi. Seseorang yang kompeten

tidak akan melakukan tindakan yang gegabah dan ceroboh ketika hendak membuat
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keputusan yang akan membuat integritas mereka turun. Dengan bagusnya kompetensi
yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa dan didukung oleh kepatuhan
karyawan terhadap peraturan mengenai standar laporan keuangan dana desa maka,
dapat meminimalisir atau mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Dengan
demikian, semakin baiknya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai
perangkat desa dalam mengelola serta mengalokasikan dana desa sesuai
peruntukannya yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi tiap-tiap desa
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang ditransfer melalui
APBD masing-masing kabupaten/kota, maka akan semakin tinggi pula tingkat

pencegahan terhadap kecurangan (fraud).

4.7.2 Pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa
Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa integritas (X2)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan Ramadhaniyati (2014) yang
menyatakan bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan
kecurangan. Integritas berpengaruh dalam mencegah kecurangan, resiko kecurangan
dapat dicegah dengan adanya sikap integritas aparatur, karena integritas berkaitan
dengan kejujuran dan tanggung jawab. Fenomena kecurangan dalam pengelolaan
keuangan desa dapat diartikan sebagai bentuk kegagalan integritas dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil
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penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antonius (2021) bahwa
integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan
keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa
nilai-nilai integritas sudah ditanamkan dan diimplementasi dengan baik oleh aparatur
desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai agent bagi masyarakat desa (principle).
Hal ini diperkuat dengan jawaban aparatur desa yang memberikan nilai positif atas
pertanyaan terkait nilai integritas. Nilai integritas perlu ditanamkan dan
dikembangkan dengan cara memberikan edukasi tentang anti korupsi dan akibat
melakukan tindakan korupsi, menghimpun pengaduan masyarakat atas kinerja
aparatur desa dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi sehingga terciptanya

transparansi.

4.7.3 Pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa
Hasil pengujian hipotesis kedua (H3) menunjukkan bahwa akuntabilitas (X3)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan Ramadhaniyati (2014) yang
menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan
kecurangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Eldayanti (2020) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

(fraud) dalam pengelolaan keuangan desa.
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Dengan adanya akuntabilitas tersebut, pemerintah desa harus mau dan mampu
menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan keuangan dalam pengeloloaan
dana desa yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat
dipercaya. Pemberian informasi mengenai pengelolaan dana desa ini adalah dalam
rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak
untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menurut
pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel akan memberikan
dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabilitas akan menunjukan
seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintah, meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, pencegahan penyelewengan

keuangan desa, dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

4.7.4 Pengaruh kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa
Berdasarkan hasil pengolahan data untuk menguji hipotesis ketiga (H4),

variabel kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas secara simultan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan keuangan desa, hal ini dibuktikan dengan koefisien determinasi sebesar
0,502 (50,2%). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti
(2020) dan Antonius (2021) menunjukkan bahwa integritas dan kompetensi aparatur
secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap pencegahan kecurangan

(fraud) dalam pengelolaan dana desa.
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Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparat desa, integritas dan
akuntabilitas dapat mempengaruhi secara bersama-sama atau secara simultan
terhadapa pencegahan kecurangan (fraud) artinya kelemahan dan kekurangan dalam
mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan pada
desa yang ada di Kecamatan Moutongdapat diselesaikan apabila variabel tersebut
berfungsi dan berjalan dengan baik. Faktor kompetensi aparat desa, integritas dan
akuntabilitas perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat mencegah terjadinya

kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin
tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa mampu mencegah
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.

2. Integritasberpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakintinggi integritas
aparatur desa maka semakin baik pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan dana desa.

3. Akuntabilitasberpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas
yang dimiliki aparat desa maka semakin baik pencegahan kecurangan (fraud)
dalam pengelolaan dana desa.

4. Kompetensi arapat desa, integritas, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pencegahankecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.
Hal ini berarti semakin tinggi komeptensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas
yang dimiliki aparat desa maka semakin baik pencegahan kecurangan (fraud)

dalam pengelolaan dana desa. Faktor kompetensi aparat desa, integritas dan
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akuntabilitas perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat mencegah

terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat

diberikan yakni :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten parigi moutong melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan Insepktorat untuk melakukan kunjungan secara
terus menerus mendampingi dan memberi pelatihan kepada aparatur desa
seperti bimtek, diklat sehingga mereka semakin kompetendan berintegritas
agar dapat menciptakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan
memilimalisir terjadinya kecurangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel independen
lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (fraud) dalam
pengelolaan keuangan desa seperti moralitas individu, kesadaran anti-fraud,

dan whistleblowing.
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ABSTRACT

NISPA. E1119144. THE EFFECT OF VILLAGE APPARATUS’
COMPETENCY, INTEGRITY, AND ACCOUNTABILITY ON FRAUD
PREVENTION IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN THE
MOUTONG SUB-DISTRICT, PARIGI MOUTONG DISTRICT, CENTRAL
SULAWESI

The purpose of the study is to find out the effect of the village apparatus’
competency, integrity, and accountability partially or simultaneously on fraud
prevention in village funds management. It employs a quantitative analysis.
Quantitative analysis is a form of analysis intended for large data that can be
grouped into categories in the form of numbers. The population in this study
covers village apparatus and the community in five villages in the Moutong sub-
district, Parigi Moutong District, totaling 70 respondents. The sample selection
method in this study is a saturated sampling method or a census where all
population numbers are sampled. The data collection method used in this study is
by distributing questionnaires to be filled in or answered by respondents. The
analysis method used is multiple regression. The results show that the village
apparatus’ competency integrity, and accountability partially have a positive and
significant effect on fraud prevention in village funds management. Meanwhile,
the village apparatus’ competency, integrity, and accountability simultangously
have a positive and significant effect on fraud prevention in village ‘funds
management.

Keywords: competency, integrity, accountability, fraud, village funds management
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ABSTRAK

NISPA. E1119144. PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA,
INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MOUTONG
KABUPATEN PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa,
integritas dan akuntabilitas, baik parsial maupun simultan terhadap
pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis
kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data
yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang
berwujud angka-angka.Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa
dan masyarakat di lima desa yang ada dikecamatan Moutong Kabupaten
Parigi Moutong yang berjumlah 70 responden. Metode pemilihan sampel
dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh atau sensus dimana
semua jumlah populasi dijadikan sampel.Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner
yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kompetensi aparat desa, integritas, dan akuntabilitas secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan
(fraud) dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparat desa,
integritas, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan
dana desa.

Kata kunci: kompetensi, integritas, akuntabilitas, kecurangan, pengelolaan
dana desa
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Nama

Usia

IDENTITAS RESPONDEN

Pendidikan

Jenis Kelamin : Laki — Laki Perempuan

Kompetensi aparatur desa (X1)
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No

Pernyataan

SS

RG

TS

STS

Latar belakang, prngalaman, dan tingkat pendidikan tidak

mempengaruhi tugas / pekerjaan dimana saya ditempatkan

Pemahaman dan pengimplementasian terhadap prinsip-
prinsip Good Governance (transparansi, integritas,
akuntabilitas) sangat diperlukan dalam pelaksanaan

pekerjaan

Saya memahami kode etik yang bersifat formalitas seperti
disiplin yang diukur dari absensi, kinerja yang diukur dari

penyelesaian apa yang diperintahkan oleh atasan

Saya lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada
kepentigan dinas atau keluarga jika dihadapkan pada saat

yang bersamaan

Saya memahami standarisasi Kinerja yaitu acuan untuk
mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan aparatur

sudah sesuai dengan pekerjaannya




INTEGRITAS (X2)
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No Pernyataan SS RG | TS | STS

1 | Aparatur desa harus memiliki kejujuran yang
tinggi terhadap segala sesuatu mengenai
pendanaan desa

2 | Aparatur harus bisa memiliki keberanian untuk
segala pemasalahan yang timbul dari berbagai
pihak

3 Harus bisa memiliki sifat kebijksanaan setiap
pendapat yang diberikan masyarakat

4 | Dan memiliki tanggung jawab terhadap jabatan
yang dianut selama jabatan berlaku

AKUNTABILITAS (X3)

No Pernyataan SS RG | TS | STS

1 | Akuntabilitas hukum menjamin dotegakannya
supremasi hukum

2 | Akuntabilitas kejujuran menjamin dan praktik
organisasi yang sehat

3 Pertanggung jawaban kinerja telah melakukan
pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien

4 | Program yang telah dibuat sampai pada
pelaksanaan program

5 | Adanya pertimbangan dalam membuat

kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan
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Adanya pertanggungjawaban aparatur desa
dalam menggunakan dana desa secara ekonomis,

efesien dan efektif

PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) (Y)

No

Pernyataan

SS

RG

TS

STS

Di desa tempat saya berkerja tidak ada
pemberian sanksi yang tegas kepada mereka
yang melakukan tindak kecurangan

Desa saya melibatkan masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program

yang dijalankan

Masyarakat memberikan saran dan Kritik
terhadap pengawasan program dana desa yang

dilakukan di desa saya

Desa menerima dana desa dan mempertanggung
jawabkan pengelolaan dana kepada pemerintah
dalam bentuk laporan pertanggung jawaban

setiap akhir tahun

Perangkat desa tidak diberikan kesempatan yang
sama untuk mengajukan kritik saat pemecahan

masalah terkait pengelolaan dana desa

Desa menerima dana desa membuat laporan
pelaksanaan program keseluruhan pada akhir

periode

Saya percaya kepada pemerintah selaku pihak

pemberi dana desa telah melaksanakan tugas




94

dengan sebaik mungkin tanpa melakukan tindak

kecurangan
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